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BT]PATI TCIH 5L\GKIL,

bahwa dengan senrakin r.:-_-:! 2 p.rkembarrgan tugas pemerirtahan diln

r)mbangunan dibidan-q :=.::3.ar Umunr, maka untuk kelarlcrran

.reh Singkil
i lhwa untuk maksud tersebii -.€!Lu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah

Undang-undang Nomor l1 Tii^ 1911, Ientang PengairaD (Lcmbaran 1.\egara

Tahun 1974 Nomor 65, Talr!tr;rul Lembaran Negara Nomor i046);
Undang'undang Nomor li Taiun 1980, tentang Jalan (Lenbaran Negara

Tahun 1974 Nomor E3, Tanb::5 Lembaran Negara Nomor 3046);

Uildang-undang Nomor .+ T1;l,.in 1992, tentBng PeruDuhalr dan Penrukinan

(Lembaran Nogara Tahux .:;: \omor 23, T nbahan Lcmbararl N"egara

Nomor 3469)l
Undang-undang Nomor 2.1 ; :- 1992, tenlang Penataan Ruang (Lenlbaran

Negara Tahun 1992 Nomor - ianbahan Lembaran Negara Nomol 3 50I ):
ilndang-undang Nomor :.: --::rrn i999, tentang Pembentukan Kabupaten
r)aerah Tingkat Il Aceh Siigk.
lndang-undang Nomor :: Tahul 1999 tentang Peme.intahan Daerah

(Lembann Negara Tahut :9i{ \cmor 38, Tambahan Lelllbaran Negara

Nomor 303?);
Peratu'an Pemerintah \oErr 22 Tahun i982 tentang l'engaturan Ajr
(Lembaran Negara Tahul ;t82 N'omor 37, Tambahan Lernbaran Negara

Nomor 3225);
Peraturan Pemerintal \omoi ll Taiun I982 tentang Irigasl (Lenlbaran Negare

Ta hu n l9 82 Nonror 3 E, Tarn-bahan Lemba ran Negara Nomor 3 226);

Peroturan Pemenntah Nomc.16 T3hun 1985 te lang lalan (Lembaran Ncg:re
Tahun 1985 Nomor 3?, Tambahan LembaraD NegaraNomor 3293);
)erituran Pemerintah Nomoi lJ Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagiar

Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lcnrbe.:i
Negara Tahun 1987Nomcr::, T 

'ahan 
Lembatan Negara Nomor ii5l)

P eraluran Pemerintah Nomor l. . , un I 990 tentang Pengend alian Pence:::r:
Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan L€mbnran \..i-:
NoInor 3409);
Peraturan Pemerintah Noirot i5 Tahun l99l leniang R.awa (Lembar:. '::r..
Tahun 1992 Nomor 35. Ta"'nbahan Lembaran Necara Nonror i4l Li-
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li PeraLuran Pem€rinrah Nonror 35 Tahun l99l tenlang Sungai (Lembaran \egara
Tahun 1991 Nonror .1.1. Tambahan Lembaran Negara Nomor 1.145);

1.1 Peraturafl Pemennlah r'_omor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Oiono i

Daerah dcngan Trtrk Beral l' I Da€rah Tingkai tl (Lembaran Negara Tahun

1992 Nomor 7?, Tambahan Lcr rran NegaraNomor 348?),
l5 Keputusan Presiden Nomoi ;-l Tahun 1974 tenranS Pokok Organisasi

Jepartemenl
It Keputusan Presiden Nomor l5 Tahun 1984 tentang Susuiran ' Or gaFisasr

Departernen, sebagaimana tel r diubah terakhir dengan Keputusan Presiden

" 
rnor 58 Tahun 1994:

17 Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor I Tahun 198? tentang Penyerahan
Praserana Lingkungan Utilitas Lmum dan Fasi.litas Sosial Perumahan Kepada
Pemerintah Daere};

l8 Perantural Menteri Pekerjaan Umum Nomor 58/PRT/1991 tentang Pelaksanaan

Penyerahaan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum
K€pada Pemerintah Tinglat I dar Pernerintah Tingkat lI;

l9 Peranluran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 58/PRT/1991 tentang

Pelyclenggaraan Pembinaan T,l ris dan Pengawasan Teknis Bidang Pekerjaan

Umum Kepada DiDas Peker; rum;
: Keputusan Menteri Dalanr Ncgeri Nomor 39 Tabun 1992 ientang Pola

Organisasi Dinas Daerah;
2l Keputusan Menteri Dalam Nege Nomor 92 Tahun 1992 rentang Organisasi

lan Tara Kerja Departemen Dalam \egeri:
22 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Otganisasi

Pemerintah Daerah dan Wilayah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor t0 Ta.hun 1994 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pek€rjaan Umum Daerah

Dengtrn P€ra€tujuaD
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERA.E ACEE SINGKIL

MEMUTU,iKAN

Menetapkan : I)ERATURAN DAERAH KABUPATEN -{CEE SDiGI{IL TENTANG
?EMBENTTJKAN SUSUNAN ONGANISASI D.{N TATA KXRJA DINAS- 
I JIKERJAAN UMUN1 BINA MA .GA KASUP-{TEN -A.CEH SINGKIL.

B.\B I
K€tentua Unrum

Pnsal I

I-)alanr Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan r

a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil
b. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupilen Aceh Singkil
. Bupati Kepala Daerah adalah B 'pati Ac€h Singldl

Dcwan Perwakilan Rakyat Dacfal adalal Dewan Pcrwakilan Rslryat Daerah
Kabupalen Aceh Sirgkil
Dinas Peke4aan Bina Marga adalah Dinas Pekeqaan UmumBina Marga
Kabuparen Aceh Singkil.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceb
Sinskil



BAB U
PC]!IBENTLKAN

PIrsflI 2

lengan Peraturan Daerah ini di. irluk Dinas

Kabupaten Aceh Singkil

Pekerjaan Umum Bina Marga

BAB III
Bagian P€nama

Kedudukan, Tu8as dan Fungsi
Pasal 3

(l). Dinas Pekerjaan Umum Bina

Daerah di bidang Bina Marga
\'targa adalah uDsur pelaksana Panrennlah

(2). Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

berada di bawah dan bcrlanu' llngjawab
dipimpin oleh Kcpala Dinas, Yang

kepada Bupati

?irsni

Dinas Pekerjaan Umum Bin'. \larga mempunyai tugas meilyelerlggaraka

:bagian uruian rumah tangga L .rah dan tugas pembantuaD diberikan oleh

Pem;rintah Daerah dan Pemerintah serah Propinsi di bidang Bina Marga

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimMa dimaksud pada lasal 3, Dinas

Pekerjaan Umum Bina Marga mempunyai fungsi

u P"a^uroo perencanaan kebijalisanaan teklis pelnbangunan, pengclolaan,

pembinaan, pembsrian bimbingan sena p€rizinan sesuai dengan kebijaksaraau

yang ditetapkan BuPati
tr. iengawasan dan pengendaLi, teknis dibidangBina Marga sesuai dengaD

k€bijaksanaan yang ditetapkan oieh Bupati

c P€ngurusan Tata Usaha Dinas

d Pengelolaan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas

Bngian Kedua
Susunan Organis:rsi

Pasal 6

(1) Susunan organisasi Dinas Pekelaan Umum Pengairan terdiri dari :

a Kepala Dinas.

b. Sub Bagian Tata Usaha

c. Seksi Pelgendalian Ope'r :'i
d. Seksi Pembangunan
e- Seksi Pemeliharaan
f. Cabang Dinas
g Unit PolaksaDa Teknis Dinas (WTD)
h Kelompok JabataD Fungsional

(2) Bagan Suiunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga aisai
sebagaimana tercantum pada lampiran Petaturan ini.



l,rrrqrrf Satu
Strb Bagi:', I rtll Usnha

P:rsnl i
ub Bagian Tala Usaia merniunyai tugas m€lak$nalian urusan Unrum,

j.rncgawaian dan KeuanSan

PasJ.8

UDtuk nlelaksanakao tugas sebagainuna dimalqud pada pasal 6, Sub Bagian Tata
Usaha mempunyai fungsi :

a PenFsunan Anggaran, pelapomn sena pembiDaao organisasi dan tatalaksana
b. Pengelolaan administrasi kepegawaiaA kelanga-q peralataq perlengkapan

kantol rumal tantga, doLuentasi dan k€pustakaarlj Penyiapan data dan iDformasi, hubungan masyarakat dan invenlarisasi

Pasal 9

Srb Bagian Tata Usaha ter. dar :

a Urusan Unlur!
b Urusan Kepegawaian
c Urusan Keuangan,

Pnsnl 10

(l). UrusaD Unum mempunyai lugas nelaksana.lon sural meqrurat, kearsipan,
ekpedisi, penggandaan, rumah t.ngg4 administrasi pedalanan Dinas,
pengelolaan dan pel ltan peralatan da.o pedeogkapan kantor s.efta
rnventarrsasi

2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksnakan pengeloLaan
administrasi Kepegal'raian, nten}llsun pedoman dan ketatalaksanaan,
dokurh€ntasi dan kepust[Kaan, uenyajikan data dafl informasi seda hubungan
masyaralat

(3) Urusan Keuangan mempunyai rugas melalisanakan pengelolaan administrasi
keuangan yang meliputi penyrsunan anggaran, pembukuan dan penanggung
jawaban dan laporan keuangan.

PrrNgrlfDue
Seksi PeDgcndalinn Operasional

Pr s'l 11

jcksi Pengendal;an Operasionat rempr.rnyai tugas m laksanakan Sebagian Tugas
a)inas Pekerja.n Umum Bina l.tnrga dibidang pembangunan pengendal;an
\rPerasioDal

Pasal 12

l]ntuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10, Seksi
Peng€ndalian Operaiional mempunyai fu ngsr
a Pelaks€naan penlrsunan pro8Tam, analisa da, evaluasi pengembangan jalan
b Pelaksanaan sludy kelayakar\ amdal dan perencanaan teknisjalsn
c Pelaksanaan penel an dan penyelidikan lanah serta bahanjalan.
d Pelaksanaan pengumpulafl, pemutakhirad dan penyimpanan datajalan



I'rrrgrirf Srru
Strb Bagin, I rtrr Usaha

P:rs^l 7

:ub Bagian Tata Usaha merrirnyai tugas melak$nalian urusan Unrum,
r..ncgawaian dan KeuanSan

Pasd.8

Unluk nlelaksanaken tugas sebagainuna dimalilud pada pasal 6, Sub Bagian Tata
Usaha mempunyaifungsi :

a Penwsuna! Anggaran! pelaportui sena pembiDaan organjsasidan tatalaksana
b Pengelolaan adminisrrasi kepegawaiaA kelanga4 peralatan, perlengkapan

kantot rumal tangga, dolumentasi dan k€pustalGarlj Penyiapan data dan iDformasi, hubungan masyaraliat dan invenrarisasi

Pasal 9

Slb Bagian Tata Usaha tei. dafl :

a Urusan llnrum
b Urusan Kepegawaiar
c Urusan Keuangan,

Prsnl 10

(l). UrusaD Umum mempunyai lugas melaksamlan sural meqruaat, kearsipar,
ekpedisi, penggandaan, rumah tangg4 adEinistrasi pedalanan Dinas,
pengelolaan dan pel ltan pera,latan da.o perlelgkepan kantor s.efta
Lnventaflsasi

2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakar pengelolaan
administrasi KepegaNaian, ntenylsun p€dosl,aJt dan ketalalaksanaan,
dokurh€ntasi dan kepustitKaan, uenyajikan data dan informasi serta hubungan
masyaralat

(3) Urusan Keuangan mempunyai rugas melaksanalan pengelolaan adnrinistrasi
keuangan yang meliputi penlusunan anggaran, pembukuan dan penanggung
jawaban dan laporan keuangan

PsragrlfDur
Seksi PeDgcIIdalian Operasional

P: srl 11

;cksi Pengendalian Operasiona' rempr.rnyai tugas m ialisanakan Sebagian Tugas
a)inas Pekerjaan Umum Bina l.trrga dibidang pembaogunan pengendalian
operasioDal

Pasal 12

[]nluk menyelenggaralan tugas sebagaimana dimakud pada pasal 10, Seksr
Pengendalan Opera.sional m€mpunyai fu ngsr
a Pelaks€naM penyusunan program, anaLisa dan evaluasi pengembangan jalan
b Pelaksanaan srdy kelayakaq amdal dan perencanaan teknis.jalan
c Pelaksanaan penelitian dan penyelidikan tanal serta bahanjalan.
d Pelaksanaan pengumpuhn, pemutakhiran dan penyimpanan datajalan



l3

:ksi Pengendalian Operasional Ierdin darl

r Sub Seksi Pen)'usunan Program
b Sub Seksi Perencanaan Tekds dan leger Jalan

o Sub Seksi Pengujian Tanah dan Bahan

Pasal l l

(l) Sub Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan progranl

tahunan, tiga tahunan, lima lahunan, rencara pengembangan jalan' analisa

dan evaluasi statusjalan ena nudy kelayakan arndal

(2) Sub Seksi Perencana r Teknis dan Leger Jalan mempurryai lugas

melaksanakan survey ! 'tur, topogtaphi, perhitungan rencana dan gambar

geometri jaLan, struktul J..-.:1, jembatan, penyusunan spesifikasi teknis jalan

dan jembatan seata estimasi biaya pelaksanaan, pengumpula4 pemutakhiran

serta penyimPanan data jalan

ii) Sub Seksi Pengujian T,rnah dan Bahan mempunyai tugas nelaksanakan
peoelitian.dan penyelidikan, pengujian tanah dan bahan jalan serta penguiian

kualitas pekerjaan pemb. 'gwan jalan danjembalan

ParAgraf Tiga
Seksi PcInbangunan

t: rl 15

Seksi PembanSunan mempu' ri rugas melaksanakan sebagian - tugas Dinas

Pekedaan Umun Bina Marga ,- ai di bidang pembangunan jalan dan jembatan.

Pasal 16

iluk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada P0sal 14, Seksi
j Jrlbangunan mempunyai fungsi :

fl Penyusunan program dan estim&"ibiaya pelaksanaaD

b Pembinaan dan pengawasan pembangunanjalan danjembatan
c Penelitian dan pengkajian dokumen teknik serta evaluasi dan pelaporan

pembangunan jalan dan jembatan

Pasal 17

Seksi Pembangunan terdiri dari :

a Sub Seksi Pembangunan JalaD

' Sub Seksi Peoingkatan Jalan
' Sub Seksi Penggantian Jerr .iarl

I'asal lt

(1) Sub Seksi Pembangunan Jalan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan,

pengendalian serta pelaksanaan kegiatan pembanguan jalan dan jembatan

(2) Sub Seksi Peningkatan Jalan mempunyai lugas melaksanakan pengaluasan,

pengendalian daD pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan

(3). Sub Seksi Penggant rn Jembaian memPunyai tugas melaksanakan

pengawasan, pengendali2 ' dan pelaksanaan keBiatan penggantian j€mbala n



r13
-,isi Pengendalian Operasional lerdirr darl :

Sub Seksi Penyusunan Paogram
D Sub Seksi Perencanaan Teknis dan leger Jalan.

c Sub Seksi PengujiaD Tanah dan Bahan

Pasal l'l

(l) Sub Seksi Penyusunan Prograln mempunyai tugas melaksanakan progran
tahunan, tiga tahunan, lima lahunan, renc€na pengembangan jalan, analisa

dan evaluasi statusjalal erta study kelayarkan amdal

i3) Sub Seksi P€rencane : Teknis dan Leg€r Jalan menrpunyai tugas

melaksanakan survey : rur, topographi, perhifungao rencana dan gambar

geomerri jalan, strukur l, .:r. jembatan, penyusunan spesifikasi teknis jalar
daa jernbatan serta estimasi biaya pelaksanaan, pengumpula4 pemutakhiran

sena penympanan data jatan

,l) Sub Seksi Pengujian T.rllal dan Bahan rnempunyai tugas melaksanakan
penelirian .dan penye[dikan, p€ngujian tanah dan bahan jalan serta pcngujian

kualitas pelidaan pemb: a.rmnlalan dan jembatan

Prragr.f Tige
S.kri PembaDgunan

P rl 15

Seksr Pembanguna[ memplr '! tugas melaksanakan sebagian. h]gas Dinas
Pekerjaan UmurD Bina Mirga - ah di bidang pembongunan jalan dan jembatan.

Pasal 16

,ruk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Scksi

1 .:mbangunan mempunyai fungsi ;

a Penpsunan program dan estima.i biaya pelaksanaan.

b Pembinaan dan pengawasan pembangunan jalan danjembatan
c. Penelitian dar pengkajian dokurnen teknik se.ta evaluasi dan pelaporan

pembangunan jalan dan jembatan

Pasal 17

Seksi P€mbangunan terdiri dari
a Sub Seksi Pembangunan lalafl
', Sub Seksi Peningkatan Jalarl
' Sub Seksi Penggantian Jen ran

Pasal 18

(l) Sub Seksi Pembanguar Jalan mempunyai tugas melakanakan pengawasaLr,

pengendalian serta pelaksanaan kegiatan pembangu[an jalan dan jembatan

(2) Sub Seksi Peningkatan Jalan mempunyai tugas melaksanakan pengawasRn

pengendalian dan pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan.
,l) Sub Seksi Penggant. rn Jernbatan mempunyai tugas melaksanakar

p€ngawasan. pengendalir , dan pelaksanaan kegiatan penggantian jemba I a n



Paragraf I,xpat
Scki Pemclihrraan

Pasai I',

Seksi Pemeliharaan nrempunyai tugas nelaksanakan sebagian tugas Dinas
Pek€daan Llmum Bina )tar8a Daerah dibidang penelibaraanjalan danjembatan

I'asal 20

l-ntuk menyelenggarakan tugas sehagaimana dimaksud pada Pasal 18, Seksr
Pemeliharaan mempunyai fungst :

r Penpsunan progralr\ estimasi biaya penleliharaan jalan danjembatan
Pembinaan pengavyasan dan pengendaLian pemeliharaan ja.lan dan jembatan
Pcngawaian dan p€ozinan p€manfaatan jalan dan jembatan
Penanggulangan jalan dan jembatan akibat bencaru alam

Pasal 2l

Seksi Pemeliharaan terdiridari :

a Sub Seksi Pcmeliharaan Jalan
b Sub Seksi Pcmeliharaan Jembatarl
c Sub Seksi Pemanfaatan dan Perizinan Jald

Pasrl 22

l) Sub Seksi Pemeliharaan J.,rrn mempunyai tugas rnda\snala.a pengawasar\
pengendslian dan polskrsnaan k.ir!$ p.odibrrsn jdan !en!
penanggulangan kerusakan pemeliharaanjernbatan akibat b€ocalle al?m _?) Sub Seksi Pemeliharaan Jembatan pengendalirn dsn pelaksaDaan kegiaran
pemeliharaan jembatan serta penanggularga.o ketusatan jembatan akibat
bencana alarn

(3) Sub Seksi Pemanfaatan dan Pedzinan Jala! mempunyai rugas metalisanakan
pendataan, penelitian, pengelolaan penaran dan pengawasan serta
pcngendalian pemanfaatan jalan dan jembalat!

P^ragraf Li s
Cabftng Dinas

PAsal 23

) Pada Orgaoisasi Dinas Pekedaan Umum Bina Marga dapat dibentuk i Gatu)
atau lebih Cabang Dinas P€kerjaan Umum Bina Marga Daerah

::) Pemb€ntukan Cabang Dinas Pekerjaan Unum Bina Marga sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) berdasar kebutuhan daerah yang bersangl:utan dan
memcnuhr kiteria )eng ditetapkan oteh Mented Dalarn Negeri

Paragraf Enanl
Unit Pelak3afla Teklis Dines

Pasal 24

(l) Pada Organisasr Dinas Pekefaan Umurh Bina Marga Daerah dapat dibenluk l
/-- 

',) atau lebih Uni Peia: .i lekrus Drnas (UPTD)
lf) fernbentuks$ UPTI, sclrasi:ru,,. dirukud ayar (l) berdasarkai kebutuhan

Dinas Pekcrjaln dml.lfn3ina N'Iarga Daerah yang bercan8kutan dan
nehenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri



P:rragrnf Tujuh
Kclompok Jnbfllan Fungsio al

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsioial mempunyai tr.rgas melaksanakan sebagian tugas

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah sesuai dengan keahlian dan

kebutuhan

RAD IV
PENGANGKAl'AN DAI-AM JABATAN

Pasal26

(i Kepala Dinas Pekerjaan LnLunr i)engairan diangkat dan diberhentikan oieh

Cubernur Kepala Daerab lstimeNa Aceh atas usul Bupati
(?t Kepala Cabang Dinss dan Kepala Unii Pelaksana Teknis Dinas diangkal dan

diberhentikan oleh Bupati atas us! Kepala Dinas

BAB V
. TATA KERJA

Plsal 27

DaLam melsksanakan tugasnya, Dina5 Pengairan Umum Pengairan, Unit Pelaksana

Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional dan Cabang Dinas wajib menerapkan
PdNip Koordinasi baik datam lingkungn masing-masing maupun antar Satuan
Organisasi sesuai dengan tugas Drasin: i:1aslng.

Pasal 2t

(r) Kepala Dinas melaksanakan lirgasnya berdasarkan kebijaksanaan yalrg

ditetapkan oleh Bupati
(.2) Kepala Dinas diwajibkan memberikan petunjuk, membina, membimbing

dan menyelesaikan pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang

berada dalam lingkungan dinasnya
(3) Setiap Pimpinan Organisasi dilingkungan dinas wajib Nelaksanakan

Pengawasan Melekal (waskar)

Prsf,l29

- :a Kepala Dinas ridak dapat r:enjalar*an tugssnya karena berhalangan,
-: Kepala Ditras dapat meounju\ -.epala Sub Bagian atau salah satu Kepala

Si ,i yang tertua dan tertinggi pa.- . lnya untuk mewakili Kepala Dinas deDgan
per. :Jjuan Bupati

BAB }'I
K€tentuan Pcnutup

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah hi, akan diatur tersenil:l
dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya den-i:r:
lulemperhatikan ketentuan dan pedomar yang berlaku



Pasd 3l

P(, iuran Dacrah iDi mulai bcrlaku paun tanggal diundangkan, agar scliap orang
mc|!rfahuinya memerintahkan pengundalgan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalafl Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil

DITETAPKANDI : SINGKIL
PADA TANGGAL : 2lJUNI 2000.

BUPATI ACEH SINGKIL

Ca!.D.t. o

F. ]\ IAI(MIJR SYAHPUTRA. SH.

DiLrndangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupatetr Aceh Singkl
Nomor 16 Tahxn 2000 SeriD Nomor 3

.Pada Tausgal2l Jurd 2000
A n. BLIPATI ACEH SINGKIL

TARTS DAERAH KABIJPATEN

P eg. 821 2/06t) 199 T gl. 22-7 -1999.
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